
Roeroe S.D.L: Penegakan Hukum………..Vol.I/No.6/Oktober-Desember /2013 Edisi Khusus 

 100 

PENEGAKAN HUKUM AGRARIA DAN PENYELESAIAN 

SENGKETA PERTANAHAN DALAM PROSES PERADILAN 

 

Oleh : Sarah D.L. Roeroe
1
 

 

A. PENDAHULUAN 
Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, ini disebabkan 

karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang 

sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan 

dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan 

masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang 

dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah 

dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat 

merugikan masyarakat misalnya tanah  tidak dapat digunakan karena tanah 

tersebut dalam sengketa.
2
  

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 

(dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam 

pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui 

kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan 

kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul 

kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam 

penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan 

kesepakatan kesepakatn yang bersifat “win-win solution dihindari dari 

kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan 

administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap 

menjaga hubungan baik
3
  

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut 

kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang di buatkan melaui Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, telah menyediakan beberapa pranata pilihan 

penyelesaian sengketa (PPS) secara damai yang dapat ditempuh para pihak 

untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah 
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pendayagunaan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 

penilaian ahli.
4
  

Pilihan penyelesaian sengketa (PPS) di luar pengadilan hanya dapat 

ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata 

pilihan penyelesaian sengketa (PPS). Kemudian pilihan penyelesaian 

sengketa (PPS) dalam penyelesian sengketa diluar pengadilan ini berkembang 

pada kasus-kasus perkara lain seperti kasus-kasus perkara pidana tertentu dan 

sengketa tenaga kerja ataupun pada sengketa lingkungan dan sengketa tanah, 

sehingga pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak hanya berlaku 

pada kasus-kasus perdata saja. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa 

pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses 

penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan 

dan sering kali biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa tanah 

hingga selesai tidak sebandingkan dengan harga dari obyek tanah yang 

disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah 

sebagai harga diri yang harus dipegang teguh, tanah akan dipertahankan 

sampai mati.
5
  

Selama konflik berlangsung tanah yang menjadi obyek konflik 

biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga tanah yang bersangkutan 

tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya terjadi penurunan kualitas sumber daya 

tanah yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak dan tidak tercapainya 

asas manfaat tanah.
6
 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Gejala Umum Sengketa Pertanahan Di Indonesia 

2. Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

3. Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Harus 

Dilaksanakan 

 

C. METODE PENULISAN 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif 

dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil 

penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum 

yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang 

berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga 
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perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan 

lembaga peradilan (judge made law), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak 

yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan 

hukum, dan rancangan undang-undang).
7
 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Gejala Umum Sengketa Pertanahan Di Indonesia 
Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, 

faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan 

dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:
8
 

a. Peraturan yang belum lengkap;  

b. Ketidaksesuaian peraturan;  

c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan 

jumlah tanah yang tersedia;  

d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;  

e. Data tanah yang keliru;  

f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan 

sengketa tanah;  

g. Transaksi tanah yang keliru;  

h. Ulah pemohon hak atau  

i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang 

tindih kewenangan. 

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan 

yang berkaitan dengan:
9
 

a. Pengakuan kepemilikan atas tanah; 

b. Peralihan hak atas tanah; 

c. Pembebanan hak dan 

d. Pendudukan eks tanah partikelir. 

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu :
10

 

a. Sengketa tanah antar warga; 
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b. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, 

dan 

c. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam 

Sedangkan menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama 

yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:
11

 

a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya 

adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki 

sertifikat masing-masing.  

b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan 

dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian 

maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara 

ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, 

khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. 

Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi 

yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan 

tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil 

alih oleh para pemodal dengan harga murah. 

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti 

formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. 

Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat 

dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah 

membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama 

ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh 

dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal 

persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan 

solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangat berpotensi 

terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri 

harus dipertaruhkan. 

Problematik yang terjadi pada tataran normatif yaitu terdapat persoalan 

sinkronisasi dan konsistensi berbagai aturan hukum di bidang pertanahan 

dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini telah 

berlangsung secara periodik dan memiliki variasi karakter hukumnya. 

Selama Orde Baru (1967 – 1998), aturan hukum mengenai sumber daya 

alam, khususnya di bidang pertanahan diterbitkan dikeluarkan secara sektoral 

dengan melepaskan kaitannya dengan UUPA sebagai aturan hukum pokok 

(“payung”) dari semua aturan hukum agraria. Karakteristik aturan hukum dan 

taraf kesinkronannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut:
12

  

a. Pada periode 1967–1973, aturan hukum mengenai pertanahan tidak 

sinkron dan tidak konsisten dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 

berkarakter: eksploitatif terhadap sumber daya alam; berpihak pada 
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sistem ekonomi kapitalis (akumulasi modal); dan konservatif/ortodoks, 

yaitu hukum menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program 

negara (positivis instrumentalis).  

b. Pada periode tahun 1973–1984, aturan hukum mengenai penguasaan 

tanah memiliki karakter: Konservatif/ortodoks, dengan ciri pemerintah 

sangat dominan dalam pembentukkan hukum dan menentukan arah 

perkembangan hukum masyarakat; Represif; dan Pragmatis dan sangat 

akomodatif terhadap kekuatan modal (capitalism), terutama kekuatan 

modal asing lewat negara donor maupun lembaga-lembaga keuangan 

Internasional. Dengan demikian, aturan hukum pada periode ini juga 

tidak selaras (tidak sinkron dan tidak konsisten) dengan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945.  

c. Pada periode tahun 1984–1990-an, aturan hukum mengenai 

penguasaan tanah berorientasi untuk memudahkan perolehan tanah 

bagi investasi, oleh karena itu karakter peraturannya bersifat pragmatis 

dan sangat akomodatif terhadap kepentingan modal. Disamping itu, 

bersifat defensif-reaktif, artinya sangat reaksioner terhadap berbagai 

sengketa agraria yang muncul pada saat itu dan melihatnya sebagai 

persoalan administratif belaka. Aturan hukum pada periode ini juga 

tidak sinkron dan tidak konsisten dengan semangat yang terkandung 

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  

d. Periode Desentralisasi (1998–2003), peraturan perundang-undangan di 

bidang pertanahan yang mencerminkan ketidakpastian hukum 

(ambivalence), akibatnya terjadi ketidaksinkronan dan 

ketidakkonsistenan aturan hukum di bidang pertanahan. Karakter 

Peraturan Perundang-undangan pada periode ini bersifat pragmatism-

reaktif, dan parsial. Artinya peraturan-peraturan yang dikeluarkan tidak 

didasarkan pada suatu format tertentu yang secara integral 

berkesinambungan dan sistematis. Meskipun peraturan tersebut 

berkarakter pragmatism-reaktif, tetapi materi muatannya lebih selaras 

(sinkron dan konsisten) dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 junto 

Pasal 2 dan 14 UUPA junto Pasal 11 dan 12 UU No. 22 Tahun 1999.  

e. Periode Resentralisasi (2004–2006), terjadi arus penarikan kembali 

kewenangan daerah di bidang agrarian oleh pemerintah pusat, sehingga 

wewenang agraria/pertanahan menjadi tersentralisasi lagi pada 

pemerintah (pusat). Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Perpres 

No. 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Perpres No. 65 

Tahun 2006 dan Perpres No. 10 Tahun 2006. Substansi ketiga Perpres 

tersebut berkarakter represif dan berorientasi meningkatkan devisa 

negara lewat pembangunan dengan keberpihakan penuh pada pemilik 

modal (capital). Selain itu, menempatkan otoritas/kewenangan yang 

begitu besar kepada BPN (institusi pemerintah (pusat). Dengan 

demikian, Peraturan Perundang-undangan pada periode ini tidak 
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selaras (tidak sinkron dan tidak konsisten) dengan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945.  

            Semua aturan berkaitan dengan Agraria dan pertanahan harus 

mengacu pada Pasal 33 UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hal itu dilakuan 

dengan melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah, baik melalui instansi terkait maupun melalui jalur 

Judicial Review, Eksekutif Review maupun legislatif review.
13

  

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan bukan hanya 

setelah UU dibuat, namun justru pada saat proses UU tersebut dibuat 

sinkronisasi harus dilakukan dengan mempertemukan masing-masing 

departemen dan mempertemukan kepentingan demi mengeliminir ego 

sektoral. 
14

 Jika terdapat dua atau lebih UU yang mengatur secara bersamaan 

norma hukum yang mirip/sama, akan lebih baik jika di kodifikasi menjadi 

satu paket Undang-Undang Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral 

dan Batubara dengan melibatkan pemerintah daerah dan tim ahli yang 

memahami tentang pertambangan. Mensinkronkan peraturan perundang-

undangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal-Pasal dalam UUD 45 yang 

memberi perlindungan kepada lingkungan hidup.  

Berdasarkan kajian di atas, ternyata masalah urusan pertanahan, 

kehutanan dan pertambangan disebabkan karena kurangnya pengaturan 

dalam kosepsi dasar dan peraturan-perundang-undangan sektor banyak yang 

belum sinkron dengan undang-undang pemerintahan daerah serta 

implementasinya belum dilaksanakan dengan konsisten. Untuk itu saran 

dalam penyempurnaan undang-undang tentang pemerintahan daerah serta 

perbaikan pelaksanaannya di masa yang akan datang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
15

 

a. Pertama,  pentingnya pengaturan  pertanahan,  kehutanan dan 

pertambangan perlu diatur secara khusus dalam pasal tersendiri pada 

revisi undang-undang pemerintahan daerah;  

b. Kedua, sebagai syarat dasar daerah otonom melaksanakan ketiga  

urusan ini, wajib diterbitkan terlebih dahulu Norma, Standar, Kriteria 

dan Prosedur (NSPK) bidang pertanahan, kehutanan maupun NSPK 

bidang pertambangan.  Selanjutnya  urusan tersebut dapat dilaksanakan 

oleh daerah otonom secara penuh diikuti pembinaan dan 

pengawasannya secara melekat;  
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c. Ketiga, perlu segera dilakukan harmonisasi peraturan-perundang-

undangan yang tidak sesuai dengan undang-undang pemerintahan 

daerah; keempat, untuk menghindari kekosongan penetapan NSPK 

dalam waktu yang lama, akibat dari lamanya proses penyusunannya, 

maka penetapan NSPK dapat dipecah dalam  sub bidang-sub bidang 

misalnya di bidang pertambangan, diterbitkan dulu NSPK 

pertambangan biji besi, NSPK pertambangan timah NSPK 

pertambangan batubara. NSPK di bidang kehutanan dapat diterbitkan 

dahulu NSPK kuasa kehutanan, NSPK penebangan pohon, NSPK 

reboisasi, NSPK konservasi lahan, NSPK satwa liar;  

d. Keempat, perlu diatur sanksi serta penegakan hukum yang tegas 

terhadap pelanggaran NSPK di bidang pertanahan, kehutanan dan 

pertambangan;  

e. Kelima, meskipun tanah, hutan dan tambang penting untuk 

kelangsungan hidup negara, kepentingan umum dan kelestarian 

lingkungan hidup, maka urusan pertanahan,  kehutanan dan  

pertambangan tetap merupakan urusan yang didesentralisasikan serta  

tetap mendorong inovasi dan kreatifitas  daerah dalam 

pemanfaatannya.  

Pada prinsipnya adalah harus ada harmonisasi hukum, antar undang-

undang maupun peraturan organiknya harus sinkron dan harmonis. Menatap 

pada perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah yang di dalamnya 

juga menyangkut perubahan kewenangan maka sudah saatnya sinkronisasi 

dan harmonisasi dilakukan dengan merubah peraturan perundang-undangan 

yang tumpang tindih dan saling bertentangan dan memberikan akses yang 

besar bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam melakukan sinkronisasi dan 

harmonisasi. Ketika masyarakat dilibatkan maka kebijakan pertanahan pada 

khususnya dan sumber-sumber agraria yang lain akan mengakar pada 

kepentingan masyarakat lokal. Perkara kesejahteraan, itu hanya persoalan 

dampak sehingga akan tumbuh dengan sendirinya apabila setiap warga 

negara mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber agraria.  

Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka 

diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi 

angka sengeketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan 

beberapa upaya strategi sebagai berikut : 
16

 

a. Strategi Administrasi Negara, yang sangat membutuhkan professional 

yang komprehenship/holistic (multidisiplin) yang tidak bisa diserahkan 

kepada professional berorientasi produk, perubahan struktur organisasi 

sektoral bukan berdasar produk (komoditas) tetapi struktur organisasi 

atas dasar proses. Hal ini meminimalisasi kepentingan-kepentingan 

sektoral atas dasar produk yang berdampak kebijakan yang dibuat 
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menteri sebenarnya hanya hasil salah satu deputy yang tupoksinya 

produk bukan proses yang membutuhkan professional multidisiplin). 

Sekarang tidak bedanya format yang terjadi di Perguruan Tinggi 

dengan pembagian fakultasnya, apa seperti ini format Administrasi 

untuk semua Kementerian di Indonesia? Reformasi administrative. 

Khusus bidang pertanahan harus Bagaimana? 

b. Yudikatif, menyelesaikan timpang tindih perundangan dan rekomendasi 

perumusan payung regulasi pertanahan Negara dapat dibentuk “KPN” 

Komisi Pertanahan Negara yang merupakan bentuk implementasi 

regulasi kekuasaan Negara terhadap tanah Negara, yang sekarang 

diemban oleh kekuasaan pemerintah dan hanya sektoral. 

c. Strategi legislative (wakil rakyat) bersama presiden berkewajiban 

mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan Negara, RAPBN 

(anggaran pendapatan dan belanja Negara sudah benar, RPTPN 

(Rencana Penyediaan Tanah Pembangunan Negara saat belum bekerja 

legislative, executive pun menyerahkan kepada sektoral yang 

menguasai (administrative–BPN, penguasaan tanah dominan –

Kehutanan). Pertanyaannya apakah kehutanan bukan sektoral 

komoditas? Mengapa menguasai tanah Negara dan semua sektor 

mengacu kalau tidak mau dikatakan berbenturan dengan penguasaan 

oleh kehutanan yang sebenarnya penguasaannya oleh kekuasaan 

Negara. Sehingga perlu pertanyaan besar dimana letak demokrasinya 

untuk rakyat tanpa kekuasaan Negara yang bekerja (executive bersama 

legislative terkait dengan tanah, Mengapa anggaran bisa).
17

 

Dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan tanah sebagai salah 

satu sumber daya agraria secara adil, transparan dan produktif, keberadaan 

hak ulayat dan masyarakat adatnya perlu diperhatikan. Selain itu, 

kelengkapan data mengenai keberadaan, jumlah/luas tanah beserta status 

penguasaannya haruslah lengkap dan up to date, sehingga dengan demikian 

akan tercipta tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Kalaupun terjadi 

sengketa atas tanah di suatu wilayah, dapat segera diatasi oleh pejabat 

setempat dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima 

para pihak yang bertikai. Kondisi inilah yang nantinya akan menciptakan 

pembaharuan hukum pertanahan dan sekaligus pembangunan masyarakatnya. 

Pembaharuan hukum pertanahan yang didahului oleh pengembangan 

kebijakan pertanahan tentunya harus diawali dengan pengembangan hukum 

pertanahan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun demikian, 

pengembangan tersebut semestinya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip 

dasar yang ada pada UUPA sebagai ketentuan pokok hukum pertanahan 

nasional. 
18
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2. Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan 
Sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan, maka sebaiknya 

diupayakan menggunakan dengan sebaik-baiknya jalur mediasi, sehingga 

tercapailah win win solution diantara para pihak yang berperkara. Mediasi 

adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan 

juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak 

dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan 

memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara 

di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam 

mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat 

dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian 

sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif 

(memutus).
19

  

Orang yang (merasa) dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan 

kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik 

melalui litigasi (pengadilan) maupun alternatif penyelesaian sengketa 

(Alternative Dispute Resolution/ADR) dan tidak boleh main hakim sendiri 

(eigerichting). 
20

 Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa 

hukum melalui pengadilan ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap permulaan 

dengan mengajukan gugatan sampai dengan jawab jinawab. Tahap penentuan 

dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan, dan tahap pelaksanaan 

adalah pelaksanaan putusan. Setiap tahap tersebut memerlukan waktu relatif 

lama, mahal dan prosedur yang cukup rumit. 

Dalam perkembangannya, tuntutan akan kecepatan, kerahasiaan, 

efisiensi dan efektifitas serta demi menjaga kelangsungan hubungan antara 

pihak yang bersengketa, selama belum dapat direspon lembaga litigasi 

(pengadilan), sehingga mendapat banyak kritikan. Dalam operasionalnya, 

pengadilan dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu, uang serta 

win-win slution. Karena itu, penyelesaian sengketa alternatif mendapat 

sambutan positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi, 

kerahasiaan serta lestarinya hubungan kerja sama, tidak formalistis, serta 

menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Alternatif 

dimaksud adalah mediasi sebelum perkara diajukan ke pengadilan dimulai. 

Pada Bab I Perma tersebut dijelaskan tentang ketentuan umum 

berlakunya Perma tersebut. Bab ini terdapat 6 pasal yang dimana pada Pasal 

1 adalah penjelasan tentang definisi-definisi istilah yang terdapat pada 

mediasi. Pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku 

                                                           
19
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Perma, dimana hanya berlaku untuk mediasi yang terkait proses berperkara di 

pengadilan. Pada Pasal 3 dijelaskan tentang biaya pemanggilan para pihak 

yang dibebankan kepada pihak penggugat, dan jika berhasil mencapai 

kesepakatan biaya ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. 

Pasal 4 menjelaskan jenis perkara yang dimediasi adalah semua perkara 

perdata kecuali sengketa melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan 

hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Pasal 5 tentang Sertifikasi Mediator dimana mediator harus memiliki 

sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh 

lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada Pasal 6 

menjelaskan proses mediasi adalah tertutup kecuali kehehdak para pihak 

sendiri. 

Bab II menjelaskan tentang tahap pra mediasi dimana pada Pasal 7 

menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum. 

Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator. Pada 

pasal 9, pengadilan menyediakan sekurang-kurangnya 5 daftar nama 

mediator ke para pihak yang bersengketa. Pada pasal 10 dijelaskan mengenai 

honorarium mediator dimana jika mediator hakim tidak dipungut biaya 

namun mediator bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para 

pihak. Pasal 11 menjelaskan batas waktu pemilihan mediator. Pada pasal 12 

dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad 

baik. 

Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-

tahap proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara 

dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dejelaskan 

tentang kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal 

salah satunya apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri 

mediasi dua kali berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari 

seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 

dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, mediator dapat memanggil seorang 

atau lebih yang lebih ahli dalam suatu bidang tertentu. Pasal 17 menjelaskan 

tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya 

pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya tujuan kesepakatan dalam proses 

mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. 

Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat 

penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V 

dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI menjelaskan tentang 

kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII 

menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan 

pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup 

menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
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2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan 

Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada 

tanggal 31 Juli 2008. 

            

3. Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Harus 

Dilaksanakan 
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan 

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan 

di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis 

(vonnis).
21

  

Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April 

1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar 

pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud 

tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian 

perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang 

diucapkan dengan yang ditulis. Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan 

yang diucapkan dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan 

yaitu lahirnya putusan itu sejak diucapkan. 

Dalam teori hukum materiil kekuatan mengikat daripada putusan yang 

lazimnya disebut “gezag van gewijsde” mempunyai sifat hukum materiil 

oleh karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban 

keperdataan: menetapkan, menghapuskan atau mengubah.
22

 Mengingat 

bahwa putusan itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak 

ketiga, kiranya teori ini tidaklah tepat. Sedangkan menurut teori hukum acara 

putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber daripada 

wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara, yaitu 

diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil.  

Berdasarkan teori hukum pembuktian, putusan merupakan bukti tentang apa 

yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh 

karena menurut teori  ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan.  

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap 

(krach van gewijsde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. 

Termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding, dan kasasi. 

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi 
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dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan 

upaya hukum yang khusus, yaitu request civil dan perlawanan oleh pihak 

ketiga. Pasal 1917 ayat 1 BW berbunyi, bahwa kekuatan mengikat daripada 

putusan itu terbatas pada pokok putusan (onderwerp van het vonnis)
23

. 

Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapan-penetapan 

mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah mengkonstair 

suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, maka dalam 

sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan. 

 

E. PENUTUP 
Kompleksitas penegakan hukum agraria menjadi persoalan serius, hal 

ini didasarkan pada fungsi tanah yang sangat strategis dalam menunjang 

aktivitas kemajuan ekonomi, social, budaya, teknologi dan informasi. Dengan 

demikian harus ada kemauan dan komitmen bersama untuk mencari solusi 

alternative konflik pertanahan di Indonesia yang telah memakan banyak 

korban jiwa, baik Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Perguruan 

Tinggi dan seluruh masyarakat agar mendahulukan penyelesaian secara 

kekeluargaan, namun apabila belum tercapai dapat dilakukan melalui 

mediasi, apabila masih belum tercapai, maka pengadilan merupakan jalan 

terakhir yang harus ditempuh. Sehingga putusan hakim sebagai Ultimum 

remedium (jalan terakhir) dalam sengketa pertanahan, dan siapapun wajib 

melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karna 

posisinya sebagai hukum dalam kasus konkrit. 

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul 

dengan individu-individu lain, dan dengan itu membentuk kelompok manusia 

yang hidup bersama. Karena kecenderunganya berkelompok ini manusia 

dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala, dan 

filsuf yunani terkenal Aristoteles karenanya menamakan itu "Zoon Politiken" 

(makhluk sosial). Walaupun ada juga manusia yang hidup sendiri atau 

menyendiri dengan maksud tertentu, misalnya bertapa atau bersemedi, hal ini 

merupakan pengecualian. Cerita terkenal yang hidup sendiri karena 

terdampar yaitu Robinson Crusoe dalam novel karangan Daniel Defoe sering 

dipakai untuk menggambarkan bagaimana orang yang semula hidup sendiri 

secara berangsur-angsur membentuk kelompok yang semakin besar. 

Alkisah kapal yang ditumpangi Robinson Crusoe ditimpa badai besar 

dan terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, hanya ia sendiri yang 

selamat. Untuk mempertahankan hidupnya ia mendirikan gubuk, bercocok 

tanam, menangkap dan memelihara beberapa ekor kambing dan ternak lain 

serta memakan buah-buahan yang ada di pulau itu. Selama ia hidup sendiri di 

pulau itu tidak timbul persoalan tentang hak atau hukum, ia tidak 

memerlukan pengertian tentang hak atau hukum. Ia tidak membutuhkan 
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hukum dan bebas melakukan apapun sekehendak hatinya. Tetapi situasinya 

berubah ketika kemudian terdampar lagi seorang lain yang karena kepalanya 

mengalami benturan melupakan segalanya termasuk namanya sendiri. 

Robinson yang menolong dan memelihara orang itu dan memberikan nama si 

Jumat, karena menurut perhitungannya ia menemukan orang tersebut pada 

hari jumat. Hadirnya si Jumat memunculkan persoalan pertama tentang siapa 

yang berhak menentukan pemanfaatan segala sesuatu yang ada di lahan 

tempat mereka hidup dan sekitarnya. Tetapi karena hubungan antar 

manusianya masih amat sederhana dan apa yang mereka butuhkan untuk 

hidup masih tersedia dalam jumlah cukup, kehidupan mereka tanpa aturan-

aturan prilaku yang dirumuskan secara eksplisit masih dirasakan nyaman dan 

tanpa mengalami gangguan yang berarti. Kehidupan yang tenang dan 

menyenangkan itu mulai berubah ketika penduduk pulau itu mulai bertambah 

baik karena ada lagi kapal yang terdampar maupun karena kedatangan orang-

orang yang menghuni pulau lain. Hubungan orang-orang di pulau ini mulai 

majemuk. 
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